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PERATURAN MENTERI PERTAHANAN 

NOMOR 01 TAHUN  2009 
TENTANG 

PELAKSANAAN  JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA 
DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DEPARTEMEN PERTAHANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTAHANAN, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/66/ 
M.PAN/6/2005 sebagaimana telah diubah dengan Nomor : 
PER/22/M.PAN/4/2006 sebagaimana telah ditindak lanjuti 
dengan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi 
Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 7 
Tahun 2005 dan Nomor : 17 Tahun 2005 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka 
Kreditnya maka perlu dikeluarkan ketentuan pelaksanaan 
jabatan fungsional Widyaiswara di Departemen Pertahanan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok 
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3550); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4017) sebagaimana telah di ubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4193); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4019); 

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor  87 
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional 
Pegawai Negeri Sipil; 

6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/ 
2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Pertahanan Nomor : PER/01.a/M/VIII/2005 tanggal 13 
Juni 2008;  

7. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi 
Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara 
Nomor : 7 tahun 2005 dan Nomor : 17 tahun 2005 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional 
Widyaiswara dan Angka Kreditnya; 

8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor   PER/02/M/ 
V/2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Ketentuan 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
Departemen Pertahanan; 
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MEMUTUSKAN : 
Menetapkan:  PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG   

PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA 
DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DEPARTEMEN PERTAHANAN. 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 
1. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat 

fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, 
wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai 
Negeri Sipil pada lembaga Pendidikan dan Pelatihan (diklat) 
Pemerintah. 

2. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang 
selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar 
mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri 
Sipil. 

3. Pengajaran adalah proses perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan. 
4. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara peserta, 

Widyaiswara dan lingkungan yang mengarah pada pencapaian tujuan 
diklat yang telah ditentukan lebih dahulu. 

5. Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Tinggi adalah diklat yang 
diperuntukkan bagi PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan 
struktural Eselon I atau jabatan fungsional jenjang utama atau yang 
setara, seperti Diklat Kepemimpinan Tingkat I, Program Pengembangan 
Eksekutif Nasional, Diklat Fungsional Widyaiswara Berjenjang Tingkat 
Utama atau Diklat Fungsional dan Teknis lainnya yang setara. 

6. Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Menengah adalah diklat yang 
diperuntukkan bagi PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan 
struktural Eselon II atau jabatan fungsional jenjang madya atau yang 
setara, seperti Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Diklat Fungsional 
Widyaiswara Berjenjang Tingkat Madya, atau Diklat Fungsional dan Teknis 
lainnya yang setara. 

7. Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Lanjutan adalah diklat yang 
diperuntukkan bagi PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan 



2009, No.31 4 

struktural Eselon III atau jabatan fungsional jenjang muda atau yang 
setara, seperti Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Diklat Fungsional 
Widyaiswara Berjenjang Tingkat Muda, atau Diklat Fungsional dan 
Teknis lainnya yang setara. 

8. Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Dasar adalah diklat yang 
diperuntukkan bagi PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan 
struktural Eselon IV atau jabatan fungsional jenjang pertama atau yang 
setara, seperti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Diklat Fungsional 
Widyaiswara Berjenjang Tingkat Pertama, atau Diklat Fungsional dan 
Teknis lainnya yang setara. 

9.  Bahan Diklat adalah bahan yang digunakan dalam proses 
pembelajaran untuk pencapaian kualifikasi profesional tertentu. 

10. Garis-garis Besar Program Pembelajaran, yang selanjutnya disingkat 
GBPP, adalah pokok-pokok pembelajaran dari suatu program diklat 
yang disusun secara sistematik dan mencakup deskripsi materi, tujuan, 
pokok bahasan, metode dan media serta sumber bahan.  

11. Satuan Acara Pembelajaran, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah 
rincian satu acara pembelajaran untuk lingkup satu atau beberapa kali 
pertemuan yang disusun secara sistematik dan mencakup deskripsi 
materi, tujuan, pokok bahasan, metode dan media serta sumber bahan. 

12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau 
akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang 
Widyaiswara dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan 
jabatannya. 

13. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai 
prestasi kerja Widyaiswara.  

14. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit, yang selanjutnya disingkat 
DUPAK,  adalah daftar yang memuat prestasi kerja yang dicapai oleh 
Widyaiswara dan telah diperhitungkan angka kreditnya dalam kurun 
waktu tertentu untuk dinilai. 

15. Penetapan Angka Kredit, yang selanjutnya disingkat PAK,  adalah 
pengakuan formil secara tertulis oleh pejabat yang berwenang terhadap 
angka kredit Widyaiswara setelah dilakukan penilaian. 

16. Berita Acara Penetapan Angka Kredit, yang selanjutnya disingkat 
BAPAK, adalah Berita acara mengenai PAK jabatan fungsional tersebut. 
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17. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat PNS Dephan adalah Menteri 
Pertahanan. 

18. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan Widyaiswara. 

19. PNS Departemen Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang 
bekerja di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI, yang 
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan 
kewenangan pejabat pembina kepegawaian. 

20. Anggaran penyelenggaraan pembinaan adalah anggaran untuk honor 
Tim Penilai, honor Tim Teknis, biaya penyelenggaraan 
kesekretariatan, biaya sidang dan biaya lainnya yang terkait dan tidak 
termasuk tunjangan jabatan fungsional. 

BAB II 

               RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, 

            KEDUDUKAN DAN  TUGAS POKOK 

              Pasal  2 

(1) Widyaiswara merupakan jabatan fungsional termasuk dalam rumpun 
pendidikan.   

(2) Instansi Pembina jabatan fungsional Widyaiswara adalah Lembaga 
Administrasi Negara.    

Pasal 3 

(1) Widyaiswara  berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di 
bidang kediklatan pada Lembaga Diklat pemerintah. 

(2) Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier 
yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan  dan TNI.  

Pasal 4 

(1) Tugas pokok Widyaiswara meliputi  mendidik, mengajar, dan/atau 
melatih Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Diklat di Departemen 
Pertahanan. 

(2) Widyaiswara yang melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), pada Lembaga Diklat di luar instansinya, harus mendapat 
surat penugasan dari Pimpinan Lembaga Diklat masing-masing. 

 


